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ABSTRACT 

Sexual gratification as a criminal act of corruption is widely discussed in discussion forums 

in Indonesia. It has to do with how difficult it is to prove it. It is a Criminal Law Study of 

Sexual Gratification as a Corruption Crime. The problem formulations are: 1) Can sexual 

gratification be linked as a criminal act of corruption?; 2) How can the proof of the 

wrongdoing of the recipient of sexual gratification be a criminal act of corruption. The 

research method used is the normative juridical legal research method. The conclusions of 

this study are: 1) The crime of sexual gratification is a criminal act of corruption; 2) It is 

very difficult to prove the recipient of sexual gratification as a criminal act of corruption; 
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ABSTRAK 

Gratifikasi seksual sebagai  tindak pidana korupsi ramai dibicarakan dalam forum diskusi  di 

Indonesia. Hal itu berkaitan dengan sulit membuktikannya.  Kajian Hukum Pidana Terhadap 

Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Perumusan masalah: 1) Apakah 

gratifikasi seksual bisa dikaitkan sebagai  suatu tindak pdana korupsi?; 2) Bagaimanakah cara 

pembuktian kesalahan penerima gratifikasi seksual bisa merupakan suatu  tindak pidana 

korupsi Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian hukum yuridis normatif. 

Kesimpulan :  1) Tindak pidana gratifikasi seksual merupakan suatu tindak pidana korupsi; 2) 

Pembuktian kesalahan penerima gratifikasi seksual sebagai suatu tindak pidana korupsii 

sangat sulit;  

Kata Kunci: Kajian, Hukum Pidana, Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu masalah krusial yang 

dihadapi bangsa Indonesia  adalah masalah 

korupsi. Sedemikian krusialnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa masalah tersebut 

merupakan potret buram negeri ini, yang 

memberi beban berat dan memprihatinkan. 

Korupsi telah terjadi di masa lampau dan 

sampai saat ini. Pada awalnya, tindak 

pidana korupsi hanya dianggap sebagai 
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perbuatan yang merugikan keuangan 

Negara. Perampokan uang Negara melalui 

berbagai modus tindak pidana korupsi 

menunjukkan kecenderungan yang 

meningkat. Sejumlah operasi tangkap 

tangan (OTT) yang dilakukan KPK 

menginformasikan kecenderungan 

tersebut. 

Fenomena baru dalam kasus-kasus 

tindak pidana korupsi, gratifikasi seksual 

menjadi ramai, karena belum ada orang 

yang dijerat dengan dakwaan ini 

(www.medianeliti.com diakses 12 Pebruari 

2020).   

  Berdasarkan latar belakang, 

dilakukan penelitian dengan mengambil 

judul:  “Kajian Hukum Pidana Terhadap 

Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana 

Korupsi”.   

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 Kebijakan hukum pidana, berarti 

cara untuk bertindak atau kebijakan dari 

Negara (pemerintah) untuk menggunakan 

hukum pidana dalam mencapai tujuan 

tertentu, terutama dalam menanggulangi 

kejahatan (Siregar, Gomgom TP & Rudolf 

Silaban, 2020:59). Pengertian gratifikasi 

dalam arti luas yakni meliputi pemberian 

uang, rabat (discount), komisi, pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata,pengobatan 

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (UU No. 

20 Tahun 2001).   

 Korupsi adalah tindakan  melawan 

hukum dengan maksud memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau korporasi yang 

berakibat merugikan Negara atau 

perekonomian Negara ((UU No.20 Tahun 

2001). 

 

3. METODE PELAKSANAAN 

Dalam penyusunan tesis ini, 

digunakan metode penelitian hukum 

normatif.  

 Adapun sumber  tesis ini didapat 

dari dua sumber, yaitu:  

1) Bahan Hukum Primer.  

2) Bahan Hukum Sekunder  

Teknik pengumpulan data bahan 

hukum primer, sekunder maupun tersier 

yang dipergunakan  di penelitian ini 

merupakan dengan studi dokumen, studi 

kepustakaan, studi internet. Studi dokumen 

merupakan studi terhadap makalah-

makalah, skripsi maupun jurnal. Studi 

kepustakaan yang dimaksud terdiri dari 

perundang-undangan, putusan pengadilan 

(jurisprudensi), dan buku-buku di bidang 

hukum. Ketiga jenis pustaka ini biasanya 

dikoleksi di perpustakaan umum dan 

perpustakaan khusus di bidang hukum ( 

Abdul Kadir Muhammad, 2010: 121) . 

Sedangkan studi internet dilakukan untuk 

mencari peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pembahasan lalu 

mencari pasal-pasal yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut 

untuk dikaitkan dengan pembahasan. 

Selain itu, studi internet juga dilakukan 

dengan melihat artikel, bahan bacaan, 

naskah-naskah melalui media internet.   

  

 Analisis bahan hukum yang 

berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini 

kemudian akan dilakukan klasifikasi dan 
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disusun menggunakan analisis sebagai 

berikut: 

a. Teknik deskripsi. 

b. Teknik konstruks.. 

c. Teknik interpretasi.. 

d. Teknik evaluasi. 

e. Teknik argumentasi. 

f. Teknik sistematisasi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat diketahui bahwa gratifikasi seksual 

bisa merupakan korupsi sepanjang bisa 

dibuktikan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Cara 

untuk pembuktian kesalahan penerima 

gratifikasi  memang sangat sulit.  

 

5. KESIMPULAN 

1) Gratifikasi seksual bisa  merupaka 

korupsi sepanjang bisa dibuktikan 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undanganyang berlaku.  

2)  Cara pembuktian kesalahan penerima 

gratifikasi seksual i memang sangat 

sulit. 
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